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Kaltim Siap Jalani LoI Hutan 

KALIMANTAN Timur (Kaltim) siap menjadi provinsi percontohan letter ofintent (LoI) antara Indonesia dan Norwegia 
yang berkaitan dengan suspensi izin baru di hutan primer dan lahan gambut. "Kami siap dan-mendukung moratorium 
Oslo. Kami telah menyiapkan tata ruang Kaltim yang mudah-mudahan dapat selesai tahun ini," ujar Gubernur Kaltim 
Awang Faroek Ishak, di Kutai Barat, Kaltim, akhir pekan lalu. 

Awang melanjutkan, tata ruang merupakan hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap 
penanaman modal dan investor. Selain itu, ia mencanangkan pengurangan emisi hingga Caranya, dengan menindak 
tegas perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar. 

"Kami akan mencabut izin perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar." Sebelumnya, pemerintah 
Indonesia memang mengajukan Kaltim sebagai percontohan pelaksanaan LoI Indonesia-Norwegia. Kaltim diajukan 
bersama delapan provinsi lainnya, yakni Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, 
Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua Barat. 

Sekjen Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto optimistis Kaltim dapat menjadi proyek percontohan lantaran provinsi 
di timur Kalimantan ini dinilai telah memiliki empat kesiapan. Kesiapan itu meliputi tata ruang, menunda izin baru di 
hutan primer dan lahan gambut, siap berinvestasi di hutan rusak, dan penegakan hukum. "Tadi Gubernur Kaltim 
menyatakan siap memberi kepastian hukum terhadap penanaman modal dan investor. Nah, penegakan hukum bisa 
siap kalau ada kepastian hukum," ujar Hadi. (VE-6) 

 


